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JIAN INSTITUTE

POLICY RESEARCH

Update Indonesia edisi bulan November-Desember 2021 mengangkat
laporan utama mengenai sengkarut regulasi moderasi konten di Indonesia.
Hal ini karena Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta
penghapusan konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang
berjudul “Content Removal Transparency Report” periode bulan Januari
hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta
penghapusan konten dan informasi dari pelbagai bentuk layanan digital dari
Google, diantaranya seperti Google Search dan YouTube.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang kondisi tenaga
kerja di Indonesia tahun 2021. Selain itu, kami juga membahas tentang
kesiapan fiskal dalam mitigasi bencana di Indonesia. Beragamnya bencana
di Indonesia membuat Indonesia perlu waspada dalam segala hal terutama
anggaran. Kecukupan anggaran sangat penting diperhatikan karena
bermanfaat pada segi efisiensi anggaran dan infrastruktur negara.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat tentang jumlah anggota
legislatif perempuan di DPR Rl dan juga banyaknya persoalan bagi
perempuan membuat publik menaruh harapan kepada DPR RI untuk
memprioritaskan isu perempuan di tahun 2022. Selain itu, kami membahas
tentang fenomena keberadaan buzzer ataupun influencer dalam ruang
demokrasi Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang polemik
tentang jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun
2024 belum menemukan titik temu dan bagaimana mitigasi risiko dalam
penyelenggaraan Pemilu.

Dibidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang bantuan sosial yang
masih dibutuhkan oleh masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah
untuk bertahan di masa pandemi COVID-19 yang telah memasuki tahun
kedua. Selain itu, kami juga membahas tentang upaya perbaikan kualitas
guru di Indonesia.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun
bisnis — juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil,
baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual
dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun

Update Indonesia — Volume XV, No.11 — November - Desember 2021



[T
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik
di Indonesia.

Selamat membaca.

Update Indonesia — Volume XV, No.11 — November - Desember 2021 2



=
Laporan Utama JHE & NDONESIAN INSTITUTE

Sengkarut Regulasi Moderasi Konten di Indonesia

Indonesia menjadi negara yang paling banyak meminta penghapusan
konten di Google. Mengutip laporan yang dirilis Google yang
berjudul “Content Removal Transparency Report”’ periode bulan
Januari hingga Juni 2021, Indonesia menjadi negara yang paling
banyak meminta penghapusan konten dan informasi dari pelbagai
bentuk layanan digital dari Google, diantaranya seperti Google
Search dan YouTube.

Selain mencantumkan 257.084 total item yang diputuskan untuk
dihapus sejak tahun 2011 hingga bulan Juni 2021, laporan tersebut
juga mencantumkan data pemohon yang meminta untuk melakukan
penghapusan data dan jenis konten yang dihapus. Data tersebut
dapat dilihat dari diagram yang terdapat di bawah ini.

Diagram 1. Data Pemohon Permintaan Penghapusan
Konten dari pemerintah Indonesia
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Sumber: Content Removal Transparency Report, 2021.

Berdasarkan data diagram tersebut, pihak yang paling banyak
meminta untuk dilakukan penghapusan data berasal dari Otoritas
Informasi dan Komunikasi, atau dalam penjelasan lanjutan dari
Google dalam laporan ini disebut dengan Kementerian Komunikasi
dan Informatika (Kominfo). Angka tersebut mulai makin meningkat
dari bulan Januari 2021 dan kian memuncak pada bulan Mei 2021.

Peningkatan ini tidak terlepas dari lahirnya Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Perkominfo
tentang PSE Lingkup Privat) yang ditetapkan pada 16 November
2021. Terdapat kewajiban bagi PSE Lingkup Privat untuk melakukan
pemutusan akses (take down) terhadap informasi elektronik dan/
atau dokumen elektronik yang dilarang oleh Perkominfo a quo.

Terdapat tiga bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang dilarang oleh Pasal 9 ayat (4) Perkominfo tentang
PSE Lingkup Privat, yaitu: a) melanggar ketentuan peraturan
perundangundangan; b) meresahkan masyarakat dan mengganggu
ketertiban umum; dan c) memberitahukan cara atau menyediakan
akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
yang dilarang. Pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa perihal yang
dilarang tersebut ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat hal yang janggal dalam peraturan tersebut. Pasalnya,
terdapat penambahan kewenangan terhadap kementerian dan
lembaga tertentu yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait dengan sengkarut
regulasi-regulasi hukum tentang moderasi konten di Indonesia, kita
akan membahasnya lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Setelah mengetahui pihak yang seringkali menjadi pemohon untuk
dilakukannya penghapusan konten kepada Google, maka selanjutnya
kita akan mencoba untuk melihat alasan dari permohonan tersebut.
Alasan permohonan penghapusan konten sejak bulan Januari hingga
Juni 2021 dapat kita lihat pada tabel yang berada di bawah ini.
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Tabel 1. Daftar Alasan Penghapusan Konten di Indonesia

(Januari - Juni 2021)

Alazan Permintaan penghapusan Persentazs
Lainmya 157 51%
Uaran kebeniian B3 21%
Layanan dan barang yang distur undang-undang &1 20%
Kekerasan ] i)
Hak Cipta 4 1%
Privasi dan keamanan i %
Konben khusus dewasa 2

Peninsan [dentitas 1 1%
Keamanan nasans 2

KacabulanKelalanangan 2 1%
Umdang-Undang Pemilu 1 e

Krilik pematintzh 1 (1]

Sumber: Content Removal Transparency Report, 2021.

Berdasarkan penjelasan laporan tersebut, terdapat permintaan
yang cukup menarik dari Pemerintah Indonesia kepada Google. Hal
tersebut adalah permintaan dari Badan Regulasi Telekomunikasi
Indonesia (BRTI)—dibubarkan pada tahun 2020—untuk menghapus
dua puluh lima video YouTube karena diduga melanggar undang-
undang terkait ujaran kebencian. Video tersebut terkait dengan
unjuk rasa yang disertai kekerasan di Provinsi Papua. Pihak Google
pada akhirnya hanya menghapus empat video dari keseluruhan
permohonan pemerintah karena telah melanggar Pedoman
Komunitas YouTube.

Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut tentang undang-undang
terkait ujaran kebencian yang dimaksud oleh BRTI. Merujuk pada
hukum positif di Indonesia, hanya terdapat dua regulasi yang
mengatur tentang ujaran kebencian, yaitu Pasal 156 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Nomor [l Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE).
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Alasan dari BRTI tidak didasarkan pada putusan pengadilan karena
mereka hanya menjelaskan bahwa konten-konten tersebut “diduga”
melanggar peraturan perundang-undang tertentu. Padahal untuk
dapat menyatakan suatu hal atau tindakan melanggar aturan
hukum, harus terdapat mekanisme hukum yang bermuara pada
putusan pengadilan.

Data Content Removal Transparency Report dari Google membuka
beberapa fakta terkait dengan bagaimana pemerintah melakukan
moderasi konten di ruang digital, alasan penghapusan, hingga tidak
jelasnya mekanisme hukum yang digunakan. Oleh karena itu, pada
bagian berikutnya tulisan ini akan mencoba untuk mengurai benang
kusut kebijakan hukum moderasi konten di Indonesia.

Kebijakan Hukum Moderasi Konten di Indonesia

Moderasi konten di ruang digital merupakan sebuah pisau bermata
dua. Di satu sisi, ia bisa mencegah penyebaran dari konten-
konten berbahaya seperti perundungan online, pornografi, hingga
tindak kekerasan. Namun, moderasi konten yang dilakukan
secara serampangan oleh pemerintah dapat dijadikan alat untuk
memberangus kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital.

Setiap negara memiliki kebijakan hukum yang berbeda terkait
dengan moderasi konten di ruang digital. Pada perkembangannya,
terdapat peningkatan permintaan dari para penggunaan internet
dan organisasi masyarakat sipil di beberapa negara agar terdapat
perbaikan dalam memberikan perlindungan bagi pengguna dari
konten-konten yang berbahaya (Audrine, 2021). Namun, masih
belum terdapat ketentuan jelas sejauh mana platform dapat
melakukan moderasi konten. Platform hanya bisa menggunakan
norma universal yang bisa saja dapat berbeda, antara satu negara
dengan negara yang lainnya.

Perbedaan pandangan tiap negara terkait dengan konten seperti apa
yang merupakan hal berbahaya, pada akhirnya membuat mereka
meregulasi dan mengambil peran untuk melakukan moderasi
terhadap konten yang dianggap berbahaya. Keterbatasan negara
yang tidak bisa langsung menghapus (take down) suatu konten
tertentu di ruang digital, maka mereka membuat sebuah mekanisme
untuk memohon penghapusan konten ke platform penyelenggara
sistem elektronik melalui pembentukan peraturan perundang-
undangan.
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Salah satu faktor yang membuat tingginya angka permintaan untuk
menghapus konten di Google adalah regulasi hukum yang berlaku
di Indonesia (Febrinandez, 2021). Salah satu aturan hukum yang
secara spesifik mengatur tentang aktivitas dan konten di ruang
digital adalah Undang-Undang Nomor [1 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, undang-
undang tersebut sebenarnya tidak memberikan kewenangan
kepada pemerintah untuk melakukan moderasi hingga penjatuhan
sanksi seperti penghapusan konten yang dianggap berbahaya atau
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait ketentuan tentang penghapusan informasi atau dokumen
elektronik baru akan ditemukan dalam Pasal 26 ayat (3) dan ayat
(4) UU ITE setelah perubahan. Pasal a guo memberikan kewajiban
bagi penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi
atau dokumen elektronik yang tidak relevan dan berada di bawah
kendalinya. Permohonan hanya bisa dilakukan ketika terdapat
permintaan dari orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan
pengadilan. Selain itu, penyelenggara sistem elektronik juga harus
menyediakan mekanisme untuk melakukan penghapusan tersebut.

Ketentuan penghapusan tersebut mewajibkan adanya penetapan
pengadilan untuk dapat melakukan penghapusan konten di ruang
digital. Pihak yang dapat meminta untuk dilakukannya penghapusan
informasi maupun dokumen digital pun dibatasi, yaitu hanya oleh
orang yang bersangkutan secara langsung. Artinya, pasal a quo
telah mencoba untuk menutup ruang bagi pemerintah untuk berlaku
sewenang-wenang dengan melakukan penghapusan suatu konten
tertentu tanpa adanya permohonan pihak yang bersangkutan dan
disertai dengan penetapan pengadilan.

Mekanisme penghapusan konten seperti informasi elektronik
maupun dokumen elektronik merupakan sebuah langkah yang
dibuat untuk memberikan perlindungan atas hak masyarakat dalam
berekspresi dan menyampaikan pendapat di ruang digital. Ketika
pemerintah secara aktif melakukan permintaan untuk melakukan
penghapusan konten tertentu kepada platform digital, maka
terdapat potensi munculnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of’
power) yang dilakukan oleh pemerintah.

Persoalan moderasi hingga penghapusan konten di ruang digital
sebenarnya bukan diakibatkan oleh UU ITE. Undang-undang
tersebut menyediakan mekanisme hukum yang harus ditempuh
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untuk dapat melakukan penghapusan informasiatau dokumen digital.
Namun, dasar berpijak pemerintah untuk melakukan moderasi
konten dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik
Lingkup Privat (Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE
Lingkup Privat).

Mengulik lebih jauh muatan isi yang terdapat dalam Permenkominfo
No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, maka dapat dikatakan
bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam Permenkominfo a
quo mengancam kebebasan berekspresi di Indonesia. Salah satunya
terdapat pada Pasal 9 ayat (4) dalam Permenkominfo No. 5 Tahun
2020 tentang PSE Lingkup Privat yang memberikan larangan
terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan
klasifikasi: a) melanggar ketentuan peraturan perundangundangan;
b) meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
¢) memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Ketentuan hukum yang terdapat pada huruf b pasal a quo dapat
ditafsirkan secara bebas oleh pemerintah dan masyarakat selaku
pelapor agar dapat menghapus (take down) terhadap suatu konten
tertentu di ruang digital. Tidak ada tolok ukur dan penjelasan pasti
yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa suatu konten
meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Padahal, ketika sebuah ketentuan hukum memberikan sebuah
sanksi yang dapat melanggar hak, maka harus terdapat kepastian
hukum ketika hal tersebut dijatuhkan pada seseorang.

Pasal 14 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup
Privat juga menyimpan persoalan karena menjadikan lembaga
peradilan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan
untuk melakukan pemutusan akses atau penghapusan konten
di ruang digital. Padahal, lembaga peradilan dapat menjatuhkan
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (/n
kracht van gewijsde). Menjadi sebuah kekeliruan juga menempatkan
lembaga peradilan sebagai pihak yang memohon untuk melakukan
pemutusan akses ketika mereka dapat memerintahkan hal tersebut
kepada pemilik konten yang bermasalah.

Berdasarkan pemaparan tersebut, terdapat dua hal yang harus
dapat dilakukan untuk menjaga kebebasan berekspresi masyarakat
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di ruang digital. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika
harus melakukan evaluasi secara menyeluruh—dari sisi formil hingga
materiil—terhadap Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang PSE
Lingkup Privat. Selain mengancam kebebasan berekspresimayarakat
di ruang digital, permenkominfo a quo juga memiliki persoalan dalam
subtansi hingga logika hukum. Bahkan, berdasarkan temuan pasal
bermasalah pada penjelasan sebelumnya, maka permenkominfo ini
layak untuk dicabut.

Kedua, Kominfo tidak dapat mengeluarkan sebuah pengaturan
bermuatan sanksi jika tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, seperti UU ITE. Oleh karena itu, harus
terdapat penjelasan rinci terkait dengan konten yang dilarang di
ruang digital—seperti cyberbullying—agar moderasi konten benar-
benar dipergunakan untuk melindungi masyarakat dan bukannya
menjadi alat pemberangus kebebasan berekspresi di ruang digital

- Hemi Lavour Febrinandez -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Harus terdapat
pengaturan yang

jelas terkait dengan
moderasi konten

di ruang digital.
Munculnya pasal-
pasal multitafsir

dalam UU ITE dan
Permenkominfo No. 5
Tahun 2020 tentang
PSE Lingkup Privat
harus segera dievaluasi
oleh DPR dan
Pemerintah agar segera
menghapus ketentuan
hukum bermasalah
yang terdapat di
dalamnya.

Update Indonesia — Volume XV, No.11 — November - Desember 2021



. =
Ekonomi JHE & NDONESIAN INSTITUTE

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2021

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk
terbesar ke empat setelah China, India, dan Amerika Serikat
(Worldometers, 2020). Tingginya jumlah penduduk berimplikasi
pada munculnya sejumlah masalah. Misalnya, dalam aspek sosial
ekonomi muncul permasalahan seperti kemiskinan kesenjangan
ataupun pengangguran.

Berbagai permasalahan ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi
negara. Sebagai contoh, tidak semua penduduk merupakan
angkatan kerja ataupun usia produktif. Sehingga, mereka yang bukan
merupakan angkatan kerja akan menjadi beban bagi penduduk yang
berusia produktif. Mereka yang masuk dalam kategori usia non-
produktif adalah orang tua atau pun anak-anak. Lain dari pada itu,
permasalahan muncul ketika mereka yang masuk dalam kategori
angkatan kerja atau usia produktif tidak dibarengi dengan jumlah
lapangan kerja yang tersedia.

Permasalahan lapangan kerja ternyata juga dialami oleh Indonesia.
Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pengangguran
muda terbanyak di Asia Tenggara. Proporsi pengangguran yang
berusia muda di Indonesia hampir menyentuh angka 20 persen di
tahun 2020. Sementara itu, Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura,
dan Malaysia berada di bawah 15 persen (cnnindonesia.com,

3/5/2021).

Fakta tersebut diperparah karena adanya pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) yang menyebabkan menurunnya
lapangan kerja di Indonesia. COVID-19 menyebabkan dinamika
pada indikator ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan
kerja, jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan kerja,
hingga karakteristik penduduk yang bekerja.

Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia

Pada bulan Agustus 2021, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis
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berita statistik yang melaporkan kondisi ketenagakerjaan nusantara.
Pandemi yang terjadi hampir dua tahun mengakibatkan dinamika
pada tren jumlah iklan lowongan dan tren pencarian kerja. BPS
merilis jumlah iklan lowongan yang ada pada platform Jobs.id dari

tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2020, ada 3.065 iklan lowongan,
sedangkan pada bulan Agustus 2021 ada 4.574 iklan lowongan.

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah
iklan lowongan yang ada pada Jobs.id dari tahun 2020 dan 2021
secara year on year. Dapat diartikan bahwa di tengah pandemi yang
melanda, masih ada perusahaan yang melakukan penambahan
tenaga kerja baru. Adanya peningkatan jumlah iklan lowongan
menunjukkan bahwa ada perbaikan dari pandemi di tahun pertama
dengan pandemi di tahun ke dua seiring adanya proses pemulihan
ekonomi.

Kondisi struktur ketenagakerjaan pada tahun 2021 mengalami
perubahan. Jumlah penduduk usia kerja meningkat dari 203,97
juta orang menjadi 206,71 juta orang sehingga terjadi peningkatant
sebanyak 2,74 juta orang. Jumlah tersebut terdiri dari 140,15 juta
orang angkatan kerja dan 66,56 bukan angkatan kerja. Penduduk
yang bekerja mengalami peningkatan 2,60 juta orang dan
pengangguran berkurang 0,67 juta orang pada bulan Agustus 2021.

Perubahan pada struktur ketenagakerjaan menunjukkan adanya
penyesuaian dari tahun 2020. Penduduk sudah mulai menyesuaikan
diri dengan pandemi sehingga sudah mengadaptasi dengan kebiasaan
baru. Begitu pula dengan perusahaan yang sudah menyesuaikan
operasionalnya, sehingga dapat ikut membuka kembali lapangan
pekerjaan dan menurunkan pengangguran.

Penduduk Bekerja Menurut Struktur Lapangan dan Status
Pekerjaan Utama

Data BPS bulan Agustus tahun 2021 menunjukkan kondisi jumlah
penduduk bekerja menurut struktur lapangan pekerjaan utama
yang dibandingkan dengan bulan Agustus tahun 2020 secara year
on year. Berbagai lapangan pekerjaan utama ada yang mengalami
perubahan berupa kenaikan dan ada pula mengalami penurunan
jumlah.

Secara umum, 37,13 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja
pada sektor pertanian dari total penduduk bekerja sejumlah 131,05
juta orang. Kemudian, penduduk bekerja juga di dominasi pada
sektor perdagangan, industri pengolahan, dan lain sebagainya.
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Menurut struktur lapangan pekerjaan utama, sebagian besar
sektor lapangan pekerjaan mengalami perubahan jumlah penduduk
bekerja. Sektor yang mengalami penurunan jumlah penduduk kerja
adalah pertanian, real estate, pengadaan listrik dan gas, dan jasa
lainnya. Perubahan jumlah penduduk bekerja terbesar ada di sektor
pertanian yang mengalami penurunan sebanyak 1,10 juta orang.
Sedangkan, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan
tertinggi, yaitu 1,22 juta orang dibandingkan Agustus 2020.

Berdasarkan status pekerjaan utama, jumlah pekerja buruh/
karyawan/pegawai berjumlah 49,09 juta orang dan mengalami
peningkatan terbesar yaitu 2,37 juta orang secara year on year.
Sedangkan, status pekerja keluarga mengalami penurunan masing-
masing sebanyak 0,80 juta orang dan 0,39 juta orang.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa selama proses pemulihan akibat
pandemi, penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan maupun
menurut status pekerjaan mengalami perubahan karena adaptasi
kebiasaan baru. Terdapat peningkatan pekerja formal pada bulan
Agustus 2021 dibandingkan pada bulan Agustus 2020. Cakupan
pekerja formal adalah pekerja yang statusnya berusaha dibantu
buruh tetap, contohnya pegawai kantor pemerintahan, jasa
pendidikan, hingga industri makanan, minuman, dan pengolahan.
Sementara itu, pekerja informal artinya pekerja yang statusnya
berusaha sendiri dan pekerja bebas baik pada sektor pertanian
maupun nonpertanian.

Pekerja formal dinilai lebih stabil dalam menghadapi pandemi
daripada pekerja nonformal. Dari segi lapangan pekerjaan, industri
pengolahan mengalami peningkatan. Penduduk bekerja pada
kegiatan formal mengalami peningkatan dibanding bulan Agustus
2020, yaitu 1,02 persen poin, terutama pada buruh, karyawan,
maupun pegawai. Sedangkan pekerja informal turun dibanding
bulan Agustus 2020 dengan penurunan pada status berusaha
dibantu buruh tidak tetap.

Berdasarkan data kondisi yang telah dijelaskan, kondisi
ketenagakerjaan Indonesia mengalami dinamika dan perubahan
struktur lapangan kerja maupun status pekerjaan. Hal tersebut
merupakan imbas dari penyesuaian pada saat pandemi melanda,
seperti kemudahan bertransaksi melalui dalam jaringan (daring)
yang telah dilakukan. Alasan lain perubahan dalam kondisi
ketenagakerjaan adalah karena program pemulihan ekonomi
nasional secara merata.
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Rekomendasi Kondisi

ketenagakerjaan
Beberapa rekomendasi terhadap kondisi ketenagakerjaan di  di Indonesia pada

Indonesia vyaitu, pertama, memaksimalkan pemulihan ekonomi tahun kedua pandemi
nasional yang di selenggarakan oleh Kementerian Keuangan berupa ~ mengalami perbaikan.
bantuan untuk pengusaha dan penduduk yang akan memulai Hal ter seb“f tercer min
usaha. Misalnya, dengan menurunkan tingkat bunga pinjaman dalam kondisi

dan memudahkan proses peminjaman untuk modal usaha maupun pengangguran yang

. . . menurun dari bulan
ekspansi usaha. Peningkatan kapasitas perusahaan dapat membuka 4 gustus 2020.
lapangangan kerja baru dan menurunkan tingkat pengangguran. Namun, penyesuaian

secara teknologi perlu
Kedua, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengawasi dan dimaksimalkan baik

memaksimalkan penduduk yang memasuki usia kerja dengan  dari sisi tenaga kerja
memaksimalkan Program Kartu Prakerja. Melalui Program maupun perusahaan.
Kartu Prakerja, diharapkan angkatan kerja dapat meningkatkan

kemampuan melalui pelatihan secara daring.

Ketiga, adanya peralihan pekerja sektor informal ke sektor formal
perlu membuat Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan
Kementerian Sosial lebih memperhatikan masyarakat yang
tergolong rentan. Komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat
dalam penyaluran bantuan sosial dan sejenisnya perlu ditingkatkan
agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki penghidupan yang
layak di tengah ketidakpastian

- Nuri Resti Chayyani -
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Segi Fiskal Mitigasi Bencana:
Sudah Cukupkah Anggaran Kita?

Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang memiliki dua
musim, vyaitu musim kemarau dan musim penghujan. Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan
bahwa musim penghujan Indonesia diperkirakan terjadi di rentang
bulan Desember 2021-Februari 2022.

Kondisi Indonesia yang memiliki dua musim juga menyebabkan
banyaknya kejadian bencana. Data dari Geoportal Data Bencana
Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa selama tahun 2021
Indonesia mengalami 2.449 kejadian bencana yang meliputi gempa
bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, tanah longsor,
cuaca ekstrim, dan gelombang pasang atau abrasi.

Kejadian bencana yang bervariasi tersebut terjadi hampir di seluruh
provinsi di Indonesia. Frekuensi terjadinya bencana yang paling
tinggi berada di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
karena memiliki lebih dari 150 kejadian bencana.

Berdasarkan jumlah kejadian bencana sepanjang 2021 yang terjadi,
bencana menimbulkan korban sebanyak 574 orang meninggal, 75
orang hilang, 13.052 luka-luka, dan 7.328.138 orang menderita
dan mengungsi. Sementara itu, bencana sejak bulan Januari 2021
membuat 17.247 rumah rusak berat, 24.225 rusak sedang, 94.152
rusak ringan, dan 1.213.940 rumah terendam. Sejumlah fasilitas juga
mengalami kerusakan seperti 1.456 fasilitas pendidikan rusak berat,
353 fasilitas kesehatan rusak ringan, 383 jembatan rusak ringan,
1.806 rumah ibadah rusak sedang, serta 503 fasilitas pemerintahan
terendam (BNPB, 2021).

Dengan jumlah bencana dan korban, serta kerusakan yang cukup
besar sejak bulan Januari 2021, tentunya jumlah kerugian yang
dialami juga besar. Kementerian Keuangan telah menghitung bahwa
kerugian akibat bencana di Indonesia mencapai Rp22,85 triliun
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sepanjang 2021. Rata-rata kerusakan diakibatkan oleh bencana
gempa bumi, kebakaran, dan banjir. Ketiga bencana tersebut menjadi
penyumbang terbesar kerugian sekitar 76,7 persen (Republika.

co.id, 18/06/2021).

Sementara, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk BNPB yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) adalah senilai Rpl,127 triliun. Anggaran tersebut digunakan
untuk alokasi penyesuaian rencana kerja, seperti program dukungan
manajemen dan program ketahanan bencana (APBN, 2022).

Lembaga lain yang menetapkan anggaran untuk kebencanaan yaitu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui program
ketahanan bencana dan perubahan iklim senilai Rpl71 miliar. Badan
SAR (Search and Rescue) Nasional/ BASARNAS mengalokasikan
Rpl,059 triliun untuk program pencarian dan pertolongan pada
kecelakaan dan bencana. Nominal program lembaga tersebut
belum dijumlahkan dengan dana cadangan. Setiap tahunnya,
dana cadangan bencana berkisar Rp5-10 triliun setiap tahunnya.
Tentunya dana tersebut jauh dari nilai rata-rata kerusakan langsung
akibar bencana alam yang mencapai rata-rata Rp22,85 triliun per
tahun (ekonomi.bisnis.com, 11/11/2021).

Di sisi lain, Kementerian Keuangan telah membentuk Pooling Fund
Bencana (PFB) melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana
(Perpress 75/2021) pada bulan Agustus 2021 lalu. PFB dibentuk
sebagai mekanisme satu pintu untuk mengelola biaya kerusakan dan
kerugian yang ditimbulkan karena bencana alam.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah
telah mengalokasikan Rpl,23 triliun dana dari APBN dan Rp5-10
triliun dana cadangan. Namun, nominalnya masih kurang dari total
kerusakan dan kerugian yang dialami akibat bencana tiap tahunnya.
Oleh karena itu, PFB merupakan kebijakan yang ditempuh
pemerintah sebagai mekanisme penanggulangan bencana dari hulu
ke hilir.

Perhitungan bencana yang sistematis dan satu pintu merupakan hal
yang penting dilakukan untuk meminimalisir pengeluaran negara.
Selain itu, perhitungan kerusakan dan kerugian yang baik juga
dapat mengurangi dampak kerusakan akibat bencana terhadap
perekonomian daerah dan nasional. Apabila dana yang dialokasikan
ternyata tidak cukup, maka perlu menjalin kerja sama dengan pihak
swasta agar bencana dapat teratasi dengan dana efektif dan efisien.
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Perhitungan Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana

Tata cara perhitungan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan
oleh bencana alam tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penilaian
Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Sumber Daya Kesehatan
Pasca Bencana. Kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sumber daya
kesehatan pasca bencana dapat bersifat fisik maupun non fisik.

Kerusakan sumber daya kesehatan yang bersifat fisik berupa fasilitas
pelayanan kesehatan, bangunan instansi bidang kesehatan, obat dan
sediaan farmasi, perbekalan kesehatan, dan prasarana perkantoran.
Sedangkan kerugian non fisik berupa pengeluaran atau biaya dalam
penyediaan pelayanan kesehatan dan/atau kurangnya pelayanan
kesehatan akibat kebutuhan yang meningkat dan ketersediaan yang
menurun.

Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN) selama ini menggunakan perhitungan kerusakan dan kerugian
bencana menggunakan metode ECLAC (Economic Commission
For Latin America And Carribean). Aspek utama perhitungan
tidak jauh berbeda dengan metode yang digunakan Kementerian
Kesehatan. Letak perbedaannya adalah metode ECLAC
memasukkan aspek dampak ekonomi untuk melihat dampak fiskal,
dampak pertumbuhan PDB, dan sebagainya dalam suatu daerah
terdampak.

Berdasarkan penelitian dari Madjid (2018), Indonesia belum
memiliki analisis perhitungan kerugian bencana alam yang akurat.
Hal tersebut disinyalir oleh sulitnya menghitung kerugian akibat
bencana alam. Padahal, keakuratan perhitungan bencana dapat
bermanfaat dari sisi penerimaan negara, pembukaan lapangan kerja,
dan peningkatan kualitas infrastruktur. Indonesia butuh sumber

alternatif untuk pendanaan bencana selain mengandalkan dana
APBN.

Dampak Bencana Terhadap Perekonomian

Penelitian mengenai dampak bencana terhadap perekonomian
sudah banyak dilakukan. Zanly (2021) melakukan penelitian meneliti
denganjudul “Kerusakan Pada Tingkat Individu dan Aset Masyarakat
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Penelitian berdasarkan data
sekunder tersebut memberikan temuan bahwa variabel bencana
alam seperti kerusakan rumah, jumlah penduduk, dan jalur evakuasi
terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan searah.
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Terbukti dari pengujian signifikansi dan hipotesis memberikan hasil
yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Arrasyid dan Sahadewo (2021) melakukan penelitian yang bertujuan
untuk mengidentifikasi intensitas bencana alam di Indonesia
berdasarkan masyarakat yang terdampak dan hubungannya
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukan
bahwa intensitas bencana alam parah/tinggi berdampak signifikan
dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, variabel
intensitas bencana alam rendah berdampak tidak signifikan.
Penelitian ini juga menemukan bahwa pertumbuhan pengeluaran
daerah signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Upaya preventif pemerintah diperlukan agar nantinya lebih siap
ketika terjadi bencana guna mengurangi dampak negatif bencana
alam.

Rekomendasi

Berdasarkan jumlah anggaran yang telah disiapkan, kondisi
perhitungan kerusakan dan kerugian, serta dampak bencana alam
terhadap perekonomian, alokasi kebencanaan Indonesia belum
mencukupi untuk membiayai hal-hal ketika terjadi bencana. Oleh
karena itu, pemerintah perlu menempuh langkah kebijakan yang
tepat untuk meminimalisir risiko bencana.

Rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah Kementerian
Keuangan perlu memusatkan pengelolaan anggaran bencana yang
transparan melalui pemaksimalan PFB. Pemusatan pengelolaan
dimaksudkan agar pencatatan perhitungan anggaran dapat maksimal
dan tidak tumpang tindih.

Selain itu, bantuan dari pihak swasta sebagai alternatif anggaran
selain  APBN juga perlu dimaksimalkan. Misalnya, dengan
memperhatikan dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat,
platform digital penghimpunan dana, dan public figure dalam masa
pandemi maupun periode pemulihan pasca pandemi.

- Nuri Resti Chayyani -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Beragamnya bencana
di Indonesia membuat
kita perlu waspada
dalam segala hal
terutama anggaran.
Kecukupan anggaran
sangat penting
diperhatikan karena
bermanfaat pada segi
efisiensi anggaran dan
infrastruktur negara.
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Menanti DPR Rl Memprioritaskan
Isu Perempuan di Tahun 2022

Hasil pemilu tahun 2019 dengan kenaikan jumlah anggota legislatif
perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR
RI) periode 2019 — 2024 memberikan harapan bahwa akan banyak
pembahasan terkait isu perempuan di parlemen. Hal ini sesuai
dengan apa yang dikatakan oleh Anne Philip (1995) bahwa dengan
adanya political of presence, dalam konteks ini adalah keterpilihan
perempuan, maka akan menghadirkan political of ideas atau
kepentingan-kepentingan perempuan.

Lebih lanjut, sepanjang tahun 2021 telah banyak isu terkait
perempuan yang menjadi perbincangan publik. Mulai dari isu
kekerasan seksual hingga munculnya perdebatan terkait isi dari
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
(Permendikbud) Nomor 30 tahun 2021.

Untuk itu, tulisan ini merangkum beberapa RUU terkait isu
perempuan yang belum disahkan dengan penjelasan mengapa isu
ini penting untuk diangkat dan juga beberapa undang-undang yang
perlu untuk direvisi karena merugikan bagi perempuan.

Undang-Undang yang Perlu untuk Direvisi

Terdapat dua undang-undang yang dirasa merugikan bagi perempuan
dan perlu untuk segera direvisi. Pertama, Undang-Undang nomor
Il tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE). Terdapat beberapa pasal di dalam UU ITE yang dianggap
merugikan bagi perempuan. Sebagai contoh, catatan tahunan
Komnas Perempuan tahun 2021 menunjukkan lonjakan tajam angka
pelaporan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan
di dunia maya. Kasus terbanyak yang dilaporkan adalah ancaman
dan tindakan penyebaran foto atau video bermuatan seksual, yang
mengakibatkan korban dipermalukan bahkan berisiko berhadapan
dengan hukum sebagai tersangka pelanggar aturan dalam UU ITE
dan UU Pornografi (Komnas Perempuan, 2021).
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Kedua, Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Walaupun Undang-Undang Perkawinan telah direvisi menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
namun Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Suami adalah kepala keluarga
dan isteri ibu rumah tangga” tidak direvisi sehingga undang-undang
yang berlaku masih Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Padahal, Berdasarkandata Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tahun 2020, dijelaskan
bahwa terdapat 15,46 persen perempuan menjadi kepala keluarga
(KPPPA, 2021). Undang-undang ini mengisyarakatkan bahwa
negara tidak mengakui adanya perempuan sebagai kepala keluarga.
Untuk itu, undang-undang ini penting untuk direvisi.

Rancangan Undang-Undang yang Perlu untuk Didorong

Selain dua undang-undang yang perlu untuk direvisi, terdapat
empat RUU yang perlu untuk segera disahkan. Pertama, RUU
Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang kini menjadi RUU
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). RUU ini penting untuk
segera disahkan melihat fakta bahwa maraknya kasus kekerasan
seksual dimana perempuan yang menjadi korban. Catatan Komnas
Perempuan tahun 2021 memaparkan bahwa terdapat 299.911 kasus
di mana perempuan menjadi korban kekerasan seksual (Komnas
Perempuan, 2021). Untuk itu, DPR Rl perlu membuat payung
hukum untuk melindungi korban yang mayoritas merupakan
perempuan dan juga menurunkan angka kekerasan seksual yang
terjadi di Indonesia.

Kedua, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
Sebenarnya, RUU ini telah ada sejak tahun 2004. Namun, sampai
saat ini RUU PPRT belum juga disahkan. Padahal, berdasarkan
data dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga
(JALA PRT) dalam kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, tercatat
setidaknya terdapat 2.148 kasus yang dialami oleh pekerja rumah
tangga dengan beragam bentuk, seperti kekerasan fisik, psikis, dan
kekerasan ekonomi. Tak jarang, pekerja rumah tangga mengalami
kekerasan berlapis yang berujung pada kematian. Kasus kekerasan
hanyalah satu dari berbagai permasalahan yang dialami oleh pekerja.
Masih banyak permasalahan lainnya, seperti upah yang tidak
dibayarkan, dan waktu kerja yang tidak manusiawi, dan beban kerja
yang sangat berat (Komnas Perempuan, 2021). Untuk itu, maka
penting bagi negara untuk hadir dalam melindungi serta mengakui
profesi pekerja rumah tangga melalui disahkannya Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
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Ketiga, RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Jika dilihat dari website
resmi DPR RI, sampai saat ini belum ada pembahasan apapun
terkait RUU ini. Namun, jika merujuk pada website resmi Pusat
Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dijelaskan
bahwa RUU ini sedang berada di tahap penyusunan naskah
akademik. RUU ini lahir berdasarkan fakta masih tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), sehingga
membutuhkan peran aktif pemerintah dalam menurunkan angka
tersebut melalui undang-undang. Selain itu, RUU Kesejahteraan
Ibu dan Anak penting untuk segera disahkan mengingat Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinilai
sudah usang dan perlu adanya pembaharuan.

Keempat, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. Pada tahun
2000, Presiden Abdurahman Wahid telah mengeluarkan Instruksi
Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan (Inpres PUG). Melalui Inpres ini, diharapkan
pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender
sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
hingga evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Selanjutnya,
untuk memperkuat payung hukum PUG, maka pada tahun 2006
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(KPPPA) menyusun draf' Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
tentang Pengarusutamaan Gender

Namun, prinsip ini dirasa masih belum maksimal. Misalnya, dari
hasil penelitian yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI)
menjelaskan bahwa masih minimnya kehadiran Aparatur Sipil
Negara (ASN) perempuan pada posisi struktural, terutama Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT) (CWI, 2021). Selain itu, beberapa peraturan
yang dibuat belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender.

Untuk itu, maka penting membuat payung hukum yang lebih tinggi,
yaitu melalui pengesahan undang-undang tentang Kesetaraan
dan Keadilan Gender. Melalui pengesahaan undang-undang ini,
diharapkan tidak ada lagi diskriminasi terhadap perempuan di
Indonesia.

Dua undang-undang dan empat RUU yang dijelaskan di atas adalah
produk hukum yang dianggap perlu untuk diprioritaskan di tahun
2022. Namun, bukan berarti undang-undang lain tidak berkaitan
dengan isu perempuan ataupun tidak penting untuk di segera
disahkan. Yang terpenting adalah bagaimana menghadirkan political
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of ideas atau kepentingan perempuan di parlemen Indonesia tahun  Peningkatan jumlah

2022. anggota legislatif
perempuan di

- Ahmad Hidayah - DPR RI dan juga
banyaknya persoalan
bagi perempuan
membuat publik
menaruh harapan
kepada DPR RI untuk
memprioritaskan isu
perempuan di tahun

2022
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Pergeseran Vox Populi Vox Dei di Era Media Sosial

Public sphere atau ruang publik adalah sebuah tempat di mana
sejumlah orang berkumpul untuk saling berdiskusi dan bertukar
pikiran seperti dalam sebuah forum musyawarah (offline). Lebih
lanjut, menurut Habermas (1989), ruang publik sebagai tempat
di mana masyarakat sebagai pembawa opini publik yang berfungsi
sebagai hakim yang kritis terhadap permasalahan yang ada.

Kini, dengan adanya perkembangan teknologi, media sosial telah
mampu menyediakan ruang publik baru untuk berdiskusi tanpa
harus bertemu secara langsung (online). Ruang publik baru media
sosial memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi satu dengan
yang lainnya tanpa batasan ruang dan waktu.

Di Indonesia, hasil laporan dari Hootsuite dan We Are Social pada
tahun 2021 menyebutkan bahwa dari total populasi Indonesia
sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai
170 juta. Artinya, jumlah pengguna media sosial di Indonesia setara
dengan 61,8 persen dari total populasi pada bulan Januari 2021.
Besarnya angka ini membuat Indonesia masuk ke dalam 10 besar
negara dengan tingkat penggunaan media sosial tertinggi (Kompas.

com, 14/10/2021).

Kemunculan ruang publik baru ini melahirkan orang-orang yang
memiliki pengaruh dalam membentuk dan menggiring opini publik
di ranah media sosial atau yang disebut dengan influencer. Adapun
influencer berasal dari kata “influence” yang artinya “pengaruh”.
Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa influencer adalah orang yang
dapat mempengaruhi orang lain, dalam konteks ini di ranah media
sosial.

Selain influencer, munculnya media sosial juga melahirkan apa yang
disebut dengan buzzer. Buzzer berasal dari kata buzz yang berarti
berdengung, desas desus, atau rumor. Sesuai dengan definisinya,
seorang buzzer memang bertugas untuk menyampaikan serangkaian
atau sebagian informasi secara berulang-ulang dengan tujuan untuk
menjangkau audiens yang lebih luas (sindonews.com, 2020).
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Walaupun serupa, namun influencer dan buzzer sebenarnya tidaklah
sama. Terdapat beberapa perbedaan antara influencer dan buzzer.
Pertama, influencer adalah sosok yang memang sudah terkenal,
sedangkan buzzer umumnya anonim dan tidak memiliki identitas
yang jelas. Kedua, influencer umumnya memiliki jumlah pengikut
yang cukup banyak, sedangkan buzzer tidak mementingan jumlah
pengikut. Bahkan, tidak ada pengikut pun dapat menjadi buzzer.
Ketiga, bayaran seorang influencer dalam memberikan satu isu
umumnya lebih besar dibandingan satu orang buzzer. Hal ini
dikarenakan cara kerja buzzer umumnya berkelompok, sedangkan
influencer sendiri atau personal. Keempat, umumnya seorang
influencer hanya satu hingga dua kali memposting isu. Sedangkan
buzzer dapat berulang-ulang kali dalam mempromosikan suatu isu.
Kelima, target dariinfluencer hanya pada tahap isu tersebut diketahui
oleh orang banyak. Sedangkan buzzer, target yang hendak dicapai
adalah trending topic ataupun viral (Detik.com, 2020 & Sindonews.
com, 2020)

Vox Populi Vox Dei

Dalam negara demokrasi, terdapat sebuah adagium dalam bahasa
latin yaitu “vox populi vox dei” yang artinya “Suara Rakyat, Suara
Tuhan”. Adagium ini ingin memperlihatkan bahwa kekuatan
terbesar dan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi
terletak pada kehendak rakyat.

Di era media sosial, suara rakyat kini dapat terlihat dengan mudah di
ranah media sosial. Lebih lanjut, Francis Fukuyama dalam buku yang
berjudul Social Media and Democracy (2020) mengatakan bahwa
kebangkitan media sosial telah membuat isu politik dengan mudah
diperbincangkan. Dampaknya, media sosial kini telah menjadi pasar
ide politik.

Dengan masifnya isu politik di media sosial, membuat tokoh
politik, influencer maupun buzzer bergerak layaknya pedagang yang
menjual ide, kemudian masyarakat menjadi calon pelanggan yang
akan membeli agenda politik mana yang populer dan sesuai dengan
dirinya. Hal ini tentu menjadi hal yang lumrah dalam demokrasi
modern.

Di sisi lain, vox populi vox dei kini menjadi tidak relevan di mana
opini publik dapat dibentuk dengan mudah oleh para buzzer maupun
influencer. Selain itu, dalam konteks pemilu misalnya, laporan Center
for Innovation Policy and Governance (CIPG) menyebutkan bahwa
salah satu faktor kegaduhan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun
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2017 ataupun Pemilihan Presiden tahun 2019, disebabkan oleh
penyebaran informasi palsu serta polarisasi warga di ruang publik

media sosial (CIPG, 2017). Hal ini disinyalir dilakukan oleh akun
anonim yang terindikasi sebagai buzzer.

Feeney (2021) menyebutkan bahwa akun anonim muncul
dikarenakan dengan menggunakan akun anonim dapat memberi
perlindungan dari sanksi yang mungkin timbul akibat apa yang
mereka ucapkan di media sosial. Alhasil, misinformasi mungkin saja
terjadi. Oleh karena itu, penggunaan influencer, bot, akun anonim
maupun buzzer menjadi salah satu risiko yang mungkin terjadi di
pemilihan umum Indonesia (Perludem, 2020).

Menata Ruang Publik

Kehadiran para buzzer politik memang kerap menjadi persoalan.
Saat ini, terdapat beberapa pandangan yang mengkritisi ruang publik
media sosial dengan adanya kehadiran buzzer. Misalnya, Rocky
Gerung yang mengatakan bahwa ruang publik kini tidak dikuasai akal
pikiran, tetapi oleh para buzzer (JPNN, 2020). Ataupun, Asfinawati
yang menginginkan Presiden Joko Widodo untuk menertibkan para
buzzer (Tempo.co, 2020).

Untuk mengatasi para buzzer, muncul wacana-wacana bagi para
elit politik dan pemerintah untuk membentuk cyber army sebagai
perlindungan diri dari serangan-serangan yang terjadi di dunia
maya. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berniat
untuk membentuk cyber army sebagai upaya untuk melawan buzzer
yang menyerang para ulama. Bahkan, Wakil Ketua Umum Partai

Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana tersebut
(Detik.com, 2021).

Solusi untuk mengatasi para buzzer dengan melahirkan cyber army
dirasa bukanlah solusi yang solutif. Justru, yang akan terjadi adalah
ruang publik akan menjadi semakin gaduh dan tidak terkontrol
dengan banyaknya informasi yang akan membingungkan publik.

Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat untuk dilakukan.
Pertama, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
perlu bersinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk
mengawasi isu-isu hoax yang berpotensi merusak ruang publik.
Selain itu, Kominfo juga perlu untuk membuat sebuah aplikasi yang
dapat mendeteksi berita hoax ataupun wadah bagi publik yang ingin
melaporkan berita hoax.
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Kedua, memperkuat literasi digital. Penting bagi publik untuk tidak
mudah terpengaruh dengan berita yang ada di media sosial sebelum
memeriksa kembali apakah berita tersebut benar atau tidak. Jika
didapati berita tersebut hoax, maka publik memiliki wewenang
untuk melaporkan berita tersebut kepada Kominfo ataupun kepada
Kepolisian Republik Indonesia jika terdapat unsur pidana didalamnya.

Ketiga, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR RI) perlu untuk mengkaji kembali Undang-
Undang Nomor Il Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (UU ITE) dan merevisi pasal-pasal bermasalah di
dalamnya demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum
atas aktivisme digital. Hal ini perlu untuk dilakukan karena UU ITE
belum dapat menjadi solusi bahkan malah menimbulkan masalah
baru. Sebagai contoh, banyak kasus di mana UU ITE dijadikan
sebagai alat untuk merepresi suara kritis masyarakat dengan dalih
pencemaran nama baik (Febrinandez, 2021).

Yang terpenting adalah bagaimana memenuhi ruang publik dengan
gagasan-gagasan yang membangun. Jangan sampai, adanya
buzzer ataupun inﬂuencer serta aturan-aturan yang keluarkan oleh
pemerintah justru menjadi perusak vox populi vox dei di ruang publik
media sosial.

- Ahmad Hidayah -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Lahirnya buzzer
maupun influencer
memang buah dari
demokrasi yang
terbentuk dari ruang
publik media sosial.
Yang dapat dilakukan
pemerintah adalah
menjadi wasit jika
terjadi pelanggaran,
bukan memperketat
ruang publik
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Polemik Jadwal dan Mitigasi Risiko
Penyelenggaraan Pemilu 2024

Polemik tentang jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
tahun 2024 belum menemukan titik temu. Komisi Pemilihan Umum
(KPU) mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal DPR untuk
menggelar rapat soal penentuan tanggal Pemilu 2024. KPU meminta
rapat digelar pada Selasa (7/12). Namun, Ketua Komisi [l Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) Achmad Doli Kurnia mengatakan rapat
untuk menetapkan jadwal Pemilu 2024 kemungkinan besar bakal
digelar masa sidang berikutnya setelah reses atau tahun depan.
Pasalnya, DPR bakal memasuki masa reses atau rehat sidang pada
tanggal 17 Desember (cnnindonesia.com, 3/12/2021).

Selain itu, Achmad Doli Kurnia menyayangkan permintaan KPU
yang mendesak agar DPR menggelar rapat pada tanggal 7 Desember.
Karena dalam rapat terakhir, sudah ada keputusan bahwa semua
pemangku kepentingan harus berkonsolidasilebih dulu sebelum rapat
penetapan jadwal pemilu mendatang. Selain itu, DPR juga meminta
agar di antara penyelenggara pemilu; KPU, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) dan Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilu (DKPP) juga berkonsolidasi lebih lanjut. Namun, sampai
sekarang DPR justru belum mendapatkan hasil konsolidasi tersebut

(cnnindonesia.com, 3/12/2021).
Perbedaaan KPU dan Pemerintah

Jadwal Pemilu 2024 belum juga diputuskan hingga saat ini. Sebab,
baik pemerintah maupun penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU,
masih memiliki rencana yang berbeda. KPU ingin hari pencoblosan
digelar lebih cepat, yakni pada 21 Februari 2024. Sebelumnya, KPU
mengusulkan April 2024 (detik.com, 7/10/2021).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko
Polhukam) Mahfud Md menyampaikan pemerintah telah melakukan
rapat internal membahas simulasi tanggal pelaksanaan Pemilu 2024.
Hasilnya, tanggal 15 Mei dipilih menjadi hari pencoblosan Pemilu
2024. Mahfud mengatakan, dalam simulasi, ada empat tanggal
yang diajukan. Dari keempat tanggal tersebut, dipilih tanggal 15
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Mei dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya (detik.com,

7/10/2021).

Selanjutnya, selain memperhitungkan waktu dan biaya, Mahfud
mengatakan alasan lain dipilihnya tanggal 15 Mei sebagai hari Pemilu
2024 adalah memperhitungkan hari besar keagamaan dan hari besar
nasional. Nantinya pemerintah akan menyampaikan usulan tanggal

tersebut ke DPR dan KPU sebelum 7 Oktober 2021 (detik.com,
7/10/2021).

Perbedaan rencana ini muncul pro dan kontra di DPR. Pandangan
fraksi pun terpecah, ada yang mendukung usulan pemerintah, ada
juga yang mendukung KPU. Perbedaan pandangan tersebut seperti
yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR

Usulan KPU Usulan Pemerintah Mengikuti
21 Februari 2024 15 Mei 2024 Kesepakatan
» Fraksi PDI-Perjuangan « Fraksi Golkar + Fraksi Demokrat
» Fraksi PKS « Fraksi Nasdem + Fraksi PKB

« Fraksi Gerindra

- Fraksi PAN

Sumber:liputan6.com, 9/10/2021.

Berdasarkan paparan di atas, belum adanya kesepakatan jadwal
antara DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu menjadi salah
satu indikasi bahwa perencanaan penyelenggaraaan Pemilu dan
Pilkada 2024 belum optimal. Padahal, penyelenggaraan Pemilu
dan Pilkada 2024 diprediksi akan menjadi kegiatan pemilu paling
rumit yang akan diselenggarakan oleh Indonesia. Jika melihat
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, belum pernah
Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dalam tahun yang sama.
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Pentinganya Mitigasi Risiko Pemilu 2024

Melihat adanya perbedaan pandangan di atas, keputusan jadwal
penyelenggaraan Pemilu 2024 harus diambil dengan memperhatikan
mitigasi risiko dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dikarenakan
pemilu bukan hanya sekadar merancang dan mengesahkan undang-
undang pemilu. Namun, pemilu juga membutuhkan manajemen
yang baik agar pemilu tersebut dapat berjalan dengan baik dan

berintegritas.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance/
IDEA (2020) mendefinisikan manajemen risiko dalam pemilu
sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan
pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal
maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan
pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu.
biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi
dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan

pencegahan dan mitigasi.

Dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam
pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), khususnya
dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu,
terdapat enam faktor risiko yang dapat terjadi dalam Pemilu 2024.

Tabel 2. Faktor Risiko Pemilu 2024

Manajemen risiko

Faktor Internal

Analisa Risiko

Kerangka Hukum

Perbedaan penafsiran di antara dua
lembaga penyelenggara pemilu dapat
menjadi risiko bagi penyelenggaraan
Pemilu serentak dan Pilkada di tahun
2024.

Perencanaan dan
Manajemen Pemilu

Persoalan anggaran dan waktu akan
menjadi risiko yang perlu untuk
diantisipasi. Ditambah lagi saat ini,
Indonesia masih berhadapan dengan
pandemi COVID-19, di mana alokasi
anggaran lebih banyak terserap dan
diprioritaskan untuk penanganan
pandemi.

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH
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Pelatihan dan Pendidikan Pendidikan dan pelatihan bagi personil
Sumber Daya Manusia Kelompok Penyelenggara Pemungutan
(SDM) Suara (KPPS) menjadi risiko yang

perlu untuk diperhatikan.

Pendaftaran Pemilih Persoalan pendaftaran pemilih menjadi
risiko yang harus diperhatikan pada
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada
2024. Pasalnya, persoalan pendaft-
aran pemilih menjadi persoalan yang
kerap muncul pada setiap pemilu.

Kampanye Pemilu Risiko yang terjadi pada masa kampa-
nye, yaitu munculnya polarisasi pen-
dukung calon presiden yang disertai
ujaran kebencian berdasarkan suku,
agama, ras dan antar golongan
(SARA), serta meningkatnya penyeb-
aran berita bohong di sosial media.

Pelaksanaan Pemungutan Berkaca pada Pemilu 2019, proses
Suara pencoblosan suara diperkirakan akan
memakan waktu yang cukup lama.
Sama halnya dengan Pemilu 2019,
pemilih akan memilih Presiden, anggo-
ta DPR, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, dan anggota DPD

Risiko-risiko ini terjadi pada setiap tahapan pemilu. Persoalan ini yang
seharusnya dapat sedini mungkin diantisipasi oleh penyelenggara
Pemilu.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan di atas, perlu untuk dilakukan mitigasi risiko
dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Risiko-risiko ini merupakan
permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan
pemilu-pemilu sebelumnya. Risiko yang dapat diindentifikasi terjadi
dari tahap penyusunan kerangka hukum hingga proses pemungutan
dan penghitungan suara.

Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat diatasi
di kemudian hari, akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan
integritas penyelenggaraan Pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu
yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta
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maupun pemilih. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek
manajemen pemilu yang baik, bagian berikut mencoba memberikan
rekomendasi kebijakan untuk menimalisir risiko penyelenggaraan
pemilu.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan
penyelenggara pemilu jelang tahun 2024 mendatang yaitu: pertama,
KPU dan Bawaslu perlu memperkuat sosialisasi terkait aturan teknis
dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Komisi Pemilihan
Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Daerah (Bawasda) dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota.
Hal ini penting untuk mencegah multitafsir dalam pelaksanaan
aturan teknis pemilu maupun pilkada.

Kedua, KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepada KPPS
sehingga dapat mengoptimalkan tahap pelatihan KPPS. Optimalisasi
pelatihan termasuk dalam penyampaian materi pelatihan yang dapat
mengatasi persoalan pada saat hari pemungutan suara. Misalnya,
dengan memberikan pelatihan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara, serta pelatihan penggunaan sistem informasi
dalam rangka penghitungan suara. Selain pelatihan, KPU juga perlu
untuk menambah anggaran pelatihan agar semua anggota KPPS
dapat mengikuti pelatihan dan mendapatkan pengetahuan terkait
pemungutan dan penghitungan suara.

Ketiga, KPU bekerjasama dengan Kemendagri untuk memperbaiki
proses pemutakhiran data pemilih. Perbaikan tahap ini dilakukan
dengan membangun kesepakatan bersama tentang bahan utama
data pemilih. Hal ini dapat digunakan untuk merevisi aturan yang ada
saat ini, sehingga ke depan data pemilih lebih akurat dibandingkan
pemilu sebelumnya.

Keempat, KPU dan Bawaslu membuat penyederhanaan administrasi
penghitungan suara di tingkat TPS. KPU dan Bawaslu membuat
kesepemahaman aturan terkait administrasi pemungutan dan
penghitungan suara yang lebih sederhana untuk memudahkan KPPS
melaporkan hasil pemungutan suara. Selanjutnya, kesepemahaman
dankesepakatanantara KPU dan Bawaslu tersebut dituangkan dalam
bentuk regulasi seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)
dan Peraturan Badan Pengawas Pemlihan Umum (Perbawaslu),
yang menjadi payung hukum terkait administrasi pemungutan dan
penghitungan suara. Setelah aturan tersebut terbit, KPU membuat
petunjuk teknis yang disosialisasikan melalui pelatihan kepada KPPS.
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Kelima, KPU dan Bawaslu memperkuat dan mempertegas aturan  Risiko yang ada

yang melarang peserta menggunakan kampanye yang berbau dalam Pemilu perlu
SARA. Misalnya, dengan memberikan sanksi kepada peserta pemilu diantisipasi se/“”f a)"’"’
dalam bentuk administratif dan meneruskan kepada Kepolisian jika %" tuk memp erbaiki
ditemukan adanya unsur yang dapat membahayakan ketertiban dan meningkatkan

d bilitas k kualitas dan integritas
umum dan staoilitas keamanan. peny elen ggaraan

) Pemilu 2024.
Keenam, KPU dan Bawaslu bersama Kemenkominfo, serta

kelompok masyarakat sipil mendorong penguatan literasi digital
kepada masyarakat. Penguatan literasi digital akan menumbuhkan
pemahaman kritis masyarakat terkait informasi yang beredar.
Masyarakat akan dapat memilah informasi yang didapat, apakah
informasi yang diperoleh secara daring, termasuk info mengenai
pemilu, hoaks atau tidak.

Ketujuh, KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan kolaborasi yang
lebih luas dengan organisasi masyarakat sipil yang terkait isu-
isu demokrasi dan kepemiluan, serta partisipasi warga negara
dalam proses kebijakan untuk membantu perbaikan manajemen
penyelenggaraan pemilu. Kerjasama dapat dilakukan melalui studi
dan audiensi antara masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu.

- Arfianto Purbolaksono -
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Kemiskinan dan Bantuan Sosial Di Tahun Kedua Pandemi

Dari tahun 2015 hingga 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia
mengalami penurunan (BPS, 2021). Angka kemiskinan di Indonesia
sempat berada di angka 9,22 persen pada bulan September 2019.
Namun, adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali
meningkat pada tahun 2020. Hingga pada bulan Maret 2021,
persentase penduduk miskindiIndonesiaberadadiangka 10,14 persen
atau setara dengan 27,54 juta orang. Angka tersebut mengalami
penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan kondisi pada
bulan September 2020, dan meningkat 0,36 persen poin dibanding
angka pada bulan Maret 2020. Artinya, jumlah penduduk miskin di
kuartal pertama tahun 2021 lebih besar dibanding jumlah penduduk
miskin di kuartal pertama tahun 2020.

Selain menyebabkan peningkatan penduduk miskin, pandemi juga
menyebabkan tingkat ketimpangan semakin melebar (BPS, 2021).
Kondisi tersebut terlihat dari nilai Gini Ratio yang meningkat dari
0,381 pada bulan Maret 2020, menjadi 0,384 pada bulan Maret 2021.
Sementara, menurut Peneliti Ekonomi Senior Center of Reform
Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy (dalam nasional.kontan.
id, 29/09/2021), di akhir tahun 2021 ini diperkirakan persentase
penduduk miskin akan meningkat kembali hingga berada di kisaran
10,25 persen sampai 10,45 persen.

Peningkatan persentase penduduk miskin tersebut juga sejalan
dengan studi yang dilakukan oleh Hastuti et al (2021), yang
menunjukkan bahwa dampak pandemi di tahun 2021 lebih parah
daripada tahun 2020. Hal tersebut terjadi akibat akumulasi dampak
dan pembatasan mobilitas yang lebih ketat. Peningkatan persentase
penduduk miskin di akhir tahun 2021 tidak lepas dari angka
pengangguran di semester kedua (Agustus 2021) yang meningkat
dibanding angka pengangguran di semester pertama (Februari 2021)
(BPS, 2021). Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat
pandemi COVID-19. Apalagi banyak masyarakat yang bekerja di
sektor informal yang rentan terdorong pada kondisi kemiskinan.
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Urgensi dan Ketepatan Sasaran Bantuan

Sebagai upaya penanggulangan peningkatan kemiskinan, di tahun
2021 Kementerian Sosial (Kemensos) mengeluarkan beberapa
bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),
Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH),
dan Penerima Bantuan luran (PBI). Selain itu, terdapat pula bantuan
sosial dari kementerian dan lembaga lainnya seperti Program
Indonesia Pintar (PIP), subsidi kuota belajar, dan lain-lain.

Walau kita telah menginjak akhir tahun kedua pandemi COVID-19,
namun bantuan-bantuan tersebut masih dibutuhkan mengingat
jumlah penduduk miskin yang masih meningkat. Studi Hastuti
et al., (2021) juga menunjukkan bahwa dampak COVID-19 di
tahun 2021 lebih parah akibat akumulasi dampak pembatasan
mobilitas masyarakat. Menurut Staf Khusus Menteri Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Mochammad
Firman Hidayat (2021), adanya bantuan juga berpengaruh pada
efektifitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM).

Saat kebijakan PPKM diberlakukan pada bulan Juli 2021, pada
awalnyakebijakantersebuttidakefektifkarenaadanyaketerlambatan
pemberian bantuan sosial. Rata-rata rumah tangga berpotensi
kehilangan pendapatan Rp300 ribu dalam satu pekan pembatasan
mobilitas (Firman Hidayat, 2021). Kedepan, jika pemerintah hendak
memberlakukan PPKM dan berkaca dari pengalaman sebelumnya,
PPKM sebaiknya diikuti dengan pemberian bansos. Jika tidak,
PPKM akan berjalan tidak efektif, terutama pada masyarakat yang
tergolong miskin.

Lebih lanjut, jika kita tinjau mengenai aspek ketepatan sasaran,
mayoritas penerima bantuan sosial berasal dari rumah tangga
dengan Status Sosial Ekonomi (SSE) rendah. Namun, masih ada
rumah tangga dengan SSE tinggi yang turut menerima bantuan.
Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Penerima BPNT
Menurut Desil Pengeluaran dan Daerah

N eeroeuarn kot o
Desil 1 ID,} 1947 13,12 16,23
Dasil 2 {Dz:l 17,01 11,54 14,54
Desil 3 (D,) 15N 11.78 1381
Desil 4 (D) 12,08 11,30 1242
Desil 5 (D) 11,00 1069 10,99
Desil 6 (8] 8,64 10,27 10,13
Desil 7 (D,) 7,32 9,52 833
Desil 8 {D,] 4,75 8,50 713
Desil 9 (D) 326 7,63 458

Desil 10 (D,) 1.36 5.25 1.84
Seluruh Rumah Tangga 100 100 100

Sumber: Susenas (dalam BPS, 2021).

Pada Tabel | di atas terlihat bahwa 67,99 persen penerima BPNT
adalah masyarakat yang tergolong memilki tingkat pengeluaran
menengah hingga rendah (DI-D5). Sementara, terdapat 32,01
persen masyarakat yang tergolong dalam kelas menengah ke atas
yang juga mendapat bantuan tersebut.

Grafik 1. Persentase Rumah Tangga yang Menerima PKH
Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan, 2021

Qs - 245

Q4

816

Q3 13,74

Q2

19,44

al

2581

Sumber: Susenas (dalam BPS, 2021).
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Grafik I di atas menunjukkan bahwa penerima PKH paling banyak
(25,81 persen) berada di kelompok pengeluaran paling rendah (Ql).
Sementara, 19,44 persen rumah tangga yang tergolong dalam
Q2 juga menerima PKH. Semakin besar kelompok pengeluaran
masyarakat, maka semakin minim yang mendapat PKH.

Grafik 2. Persentase Rumah Tangga yang Menerima PIP
Menurut Quintil Pengeluaran Perkapita/Bulan

Qs

224

6,26

o
b

Q3

10,03

Q2

13,2

a 15,92

Sumber: Susenas (dalam BPS, 2021).

Dari Grafik 2 di atas terlihat bahwa 15,92 persen penerima PIP
adalah masyarakat dengan pengeluaran paling rendah (QI).
Persentase tersebut merupakan persentase penerima PKH paling
tinggi dibanding quintil lain. Walaupun begitu, pada kelompok rumah
tangga yang tergolong dalam Q5 (pengeluran tinggi) pun terdapat
rumah tangga yang menerima PIP Data-data tersebut menunjukkan
bahwa meskipun mayoritas penerima bantuan sudah tepat sasaran,
namun masih terdapat rumah tangga dengan SSE tinggi yang turut
menerima bantuan. Padahal seharusnya rumah tangga dengan SSE
tinggi tidak mendapat bantuan sosial.

Pengentasan Kemiskinan

Bantuan sosial merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sosial
(JPS) yang digunakan untuk mengurangi dampak sosial akibat
adanya krisis. Saat pandemi, terdapat peningkatan jumlah negara
yang menerapkan JPS, yakni dari 45 negara pada bulan Maret
2020, menjadi 195 negara pada bulan Juni 2020 (Gentilini et al.,
2020). Dari 195 negara yang menerapkan JPS tersebut, 133 negara
diantaranya menerapkan kebijakan cash transfer, baik itu conditional
cash transfer maupun unconditional cash transfer.
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Kemensos membagi JPS menjadi dua, yakni JPS regular dan JPS
yang khusus ditujukan untuk menangani krisis, seperti pandemi
COVID-19. Di tengah ketidakpastian kondisi sosial ekonomi akibat
pandemi, bantuan sosial seperti BST dan BPNT dibutuhkan untuk
membantu masyarakat kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan
mereka. Terlebih, di tahun kedua pandemi ini jumlah penduduk
miskin masih meningkat.

Menurut Dambisa Moyo (dalam Mann et al., 2019), bantuan sosial
dapat bermanfaat dalam situasi krisis. Namun, bantuan tidak dapat
digunakan sebagai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
yang sesungguhnya. Sementara menurut Sen (2001), kemiskinan
meluas akibat kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Untuk
menghilangkan kemiskinan, diperlukan kebijakan yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti akses terhadap
pendidikan, kesehatan, ketersediaan air bersih, dan akses terhadap
layanan publik lainnya.

PKH dan PIP adalah contoh program yang berfokus pada
peningkatan kesehatan dan pendidikan anak dan ibu hamil. Untuk
itu, di luar kebijakan-kebijakan seperti BPNT serta BST di masa
pandemi, PKH dan PIP harus dimaksimalkan. Pendidikan dan
kesehatan merupakan salah satu kunci dari kemajuan seseorang dan
suatu bangsa. Sementara, menurut Mauricio Miller (dalam Mann
et al., 2019), jaringan atau lingkungan sosial memiliki peran yang
penting dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan
menciptakan lingkungan sosial yang terdidik dan sehat, serta dengan
dukungan dan kepedulian sosial dari beragam pihak dan tidak melulu
pemerintah, perlahan-lahan seseorang akan mentas dari kondisi
kemiskinan.

Rekomendasi

Berdasar analisis di atas, beberapa rekomendasi yang dapat
diberikan diantaranya. Pertama, di tahun kedua pandemi ini,
Kemensos dan kementerian/lembaga lain masih perlu untuk
memberikan bantuan sosial sebagai upaya penanganan kondisi krisis
akibat pandemi COVID-19. Bantuan sosial juga harus disalurkan
secara tepat waktu dan tepat sasaran. Diperlukan perbaikan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bansos tepat sasaran.
Diperlukan pula penyatuan data kemiskinan yang terdapat di

berbagai kementerian/lembaga agar penanganan kemiskinan di
Indonesia lebih efektif.

Kedua, di masa pandemi dan di masa yang akan datang, Kemensos,
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Kementerian Pendidikan,

(Kemendikbud-Ristek)

Kebudayaan,

Riset,

dan kementerian/lembaga

Sosial

dan Teknologi
lain  perlu

mengoptimalkan kebijakan yang sifatnya memenuhi kebutuhan
dasar msyarakat, utamanya masyarakat dari kalangan SSE rendah.
Kebijakan-kebijakan tersebut misalnya PKH dan PIE karena
keduanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan
kesehatan penerima manfaat.

Ketiga, diperlukan upaya baik itu dari pemerintah, swasta,
lembaga swadaya masyarakat, maupun pemangku kepentingan
lain untuk mendorong masyarakat agar mampu memunculkan
ide-ide penanganan kemiskinan yang bersifat bottom-up dengan
memanfaatkan kearifan lokal. Studi menunjukkan bahwa kebijakan
penanganan kemiskinan yang bersifat bottom-up dapat lebih
berkelanjutan dan tepat sasaran, serta efektif, dibanding kebijakan

yang bersifat top-down.

- Nisaaul Muthiah -

THE & NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Di tahun kedua
pandemi ini,

bantuan sosial masih
dibutuhkan oleh
masyarakat dengan
status sosial ekonomi
rendah untuk bertahan
di masa krisis. Lebih
lanjut, kebijakan

sosial yang bersifat
pemenuhan kebutuhan
dasar manusia seperti
akses terhadap layanan
pendidikan dan
kesehatan juga perlu
dimaksimalkan, baik di
masa pandemi maupun
di masa yang akan
datang agar kemiskinan
dapat diminimalisir.
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Upaya Perbaikan Kualitas Guru di Indonesia

Seperti kita ketahui bersama, kualitas pendidikan di Indonesia
saat ini masih membutuhkan perbaikan di berbagai aspek. Salah
satunya yakni kualitas guru. Peneliti Bank Dunia, Rythia Afkar
(dalam cnnindonesia.com, 17/09/2021) menyatakan hasil survei
Bank Dunia menunjukkan bahwa kualitas guru di Indonesia saat ini
masih rendah. Pihaknya menyatakan rendahnya penilaian tersebut
mencakup aspek kompetensi dan kemampuan mengajar.

Studi Program Research on Improving Systems of Education
(RISE) juga menunjukkan bahwa masih banyak guru sekolah dasar
yang menganggap dirinya belum menguasai materi pengajaran
literasi dan numerasi. Ditambah lagi dengan kondisi saat pandemi
coronavirus disease 2019 (COVID-19), banyak guru yang terhambat
dalam membimbing proses pembelajaran karena belum menguasai
penggunaan teknologi pembelajaran daring.

Sebenarnya, pada tahun ajaran 2019/2020 persentase guru layak
mengajar mengalami kenaikan menjadi sebesar 91,76 persen dari
tahun ajaran sebelumnya, yang sebesar 89,33 persen. Indikator
guru layak mengajar tersebut diukur dari jumlah guru yang berijazah
D4/S1 atau lebih tinggi. Namun, peningkatan jumlah guru layak
mengajar tersebut tidak disertai dengan perbaikan kualitas guru.

Padahal, guru adalah jantung dari proses pembelajaran. Kualitas guru
memiliki pengaruh yang dominan terhadap kualitas pembelajaran
yang diperoleh oleh anak/murid. Sementara, beberapa kebijakan/
program yang ditujukan untuk perbaikan kualitas guru selama ini
belum mampu memberikan perubahan yang maksimal. Tulisan ini
hendak menganalisis lebih lanjut mengenai implementasi beberapa
kebijakan yang ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas
guru. Tulisan ini juga memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada
para pemangku kepentingan mengenai langkah-langkah yang dapat
dilakukan untuk mendorong perbaikan kualitas guru.
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Kebijakan-Kebijakan Peningkatan Kualitas Guru

Beberapa program yang ditujukan untuk perbaikan kualitas guru
diantaranya Program Profesi Guru (PPG), Program sertifikasi,
Program Guru Penggerak (PGP), serta Program Guru Belajar
dan Berbagi. Program-program tersebut dapat diikuti oleh guru
yang berstatus tetap, hononer, maupun Pegawai Negeri Sipil
(PNS). PPG merupakan pendidikan profesi unggulan pemerintah
untuk menyiapkan tenaga pendidik dengan kompetensi mengajar
yang profesional. Melalui PPG, guru diharapkan mampu memiliki
kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai
pembelajaran; menindaklanjuti  hasil  penilaian, melakukan
pembimbingan dan pelatihan peserta didik, serta melakukan
penelitian (Ningrum, 2012). PPG ditempuh selama satu tahun.

Walaupun PPG merupakan program profesi unggulan, namun
program tersebut belum berjalan dengan efektif (Revina et al.,
2020). Studi Yusrina et al. (2021) menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan yang signifikan antar guru lulusan PPG dengan guru
yang tidak mengikuti PPG. Terdapat guru yang merasa bahwa
realitas proses pembelajaran di kelas berbeda dengan proses yang
terjadi saat PPG (Alifia &Pramana, 2021). Dalam studi Yusrina et al.
(2021) mengenai evaluasi peningkatan kinerja guru melalui Program
PPG Prajabatan, tidak ada 30 persen responden yang menjawab
bahwa mereka menguasai materi pengajaran numerasi dan literasi
setelah mengikuti PPG. Aspek yang paling banyak dikuasai oleh guru
setelah mengikuti PPG adalah pembuatan strategi pembelajaran,
pembuatan media pembelajaran, dan kemampuan penguasaan
kelas.

Kebijakan lainnya yakni program sertifikasi bagi guru. Program
tersebut merupakan cara untuk mengakui bahwa guru merupakan
tenaga profesional. Sertifikasi ditkuti dengan peningkatan
kesejahteraan guru yang diharapkan mampu meningkatkan
mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara
berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut melalui
pemberian tunjangan profesi bagi guru (Muslimin, 2014).

Di  beberapa negara, insentif menjadi bagian dari upaya
pengembangan karir guru. Beberapa studi menunjukkan bahwa
pengembangan karir guru yang menghargai guru berprestasi
dapat meningkatkan capaian pembelajaran murid. Studi Barsah
et al. (2020) yang dilakukan di Parung Panjang Kabupaten Bogor
menunjukkan bahwa sertifikasi guru memiliki pengaruh yang
signifikan pada kinerja guru.
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Namun, studi Wijaya et al. (2021) di salah satu sekolah di Aceh
Tenggara menunjukkan bahwa program setifikasi tidak serta merta
mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.
Terdapat guru yang menganggap bahwa mengajar adalah sebatas
kewajiban. Dengan anggapan tersebut, guru hanya akan mengejar
komisi, bukan berusaha meningkatkan hasil belajar murid. Hal
tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan Abubakar (2015), yang
menunjukkan bahwa pemanfaatan tunjangan sertifikasi tidak terlalu
memberi dampak yang signifikan pada peningkatan kualitas sekolah,
sebab sebagian besar guru yang menjadi responden dalam studinya
memanfaatkan tunjangan sertifikasi untuk kepentingan pribadi,
yang tidak berdampak langsung pada peningkatan pembelajaran
anak.

Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
bidang pendidikan, Retno Listyarti (dalam Slameto, 2014), sertifikasi
yang ditujukan untuk peningkatan kualitas guru tidak berjalan dengan
baik. Sebab, pemerintah tidak punya konsep yang jelas mengenai
pembinaan guru. Hingga saat ini sertifikasi tidak mengubah praktik
mengajar dan perilaku guru. Peningkatan pendapatan guru yang
lolos sertifikasi tidak ekuivalen dengan peningkatan mutu mengajar.
Oleh karena itu, program sertifikasi sebaiknya diiringi dengan
program pembinaan guru agar memberi pengaruh yang positif pada
proses pembelajaran.

Kebijakan lain yang ditujukan untuk perbaikan kualitas guru adalah
PGP yakni program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk
menjadipemimpinpembelajaran. StudiMuthiah (2021) menunjukkan
bahwa kurikulum yang diberikan pada guru dalam PGP membuat
guru memiliki perspektif yang memerdekakan anak dalam proses
belajar. Sayangnya, PGP belum menyinggung soal penguasaan
materi yang diajarkan oleh guru. Padahal banyak guru yang merasa
belum menguasai materi yang mereka ajarkan. Jumlah guru yang
mengikuti PGP juga masih terbilang sangat sedikit jika dibandingkan
dengan jumlah keseluruhan guru yang ada di Indonesia.

Kebijakan terakhir yakni Pogram Guru Belajar dan Berbagi, yang
merupakan wadah bagi guru-guru dari berbagai bidang di seluruh
Indonesia untuk bisa mengikuti ragam seri belajar dan beragam
bentuk pembelajaran (Kemdikbud.go.id, n.d). Program tersebut
merupakan kolaborasi pemerintah dengan komunitas dan organisasi
yang dapat diikuti secara daring.
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Terhitung dari mulai diluncurkannya program tersebut pada bulan
Maret 2021 hingga saat ini, sudah terdapat 1.165.115 guru tergabung
dalam program tersebut. Jumlah tersebut sama dengan * 46
persen dari total guru. Program tersebut diklaim dapat membantu
guru dalam mengembangkan kompetensi Menurut Direktur
Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan Kementerian Pendididkan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemendikbud-Ristek), Rachmadi Widdihato, Program
Guru Belajar dan Berbagi seri literasi dan numerasi akan mampu
memperbaiki skor Programme for International Student Assessment

(PISA).

Program Guru Belajar dan Berbagi tersebut patut kita apresiasi.
Namun, kita juga perlu mengetahui apa saja kendala dalam proses
implementasinya, untuk melakukan perbaikan kedepannya.
Misalnya saja, terkait dengan program yang dilakukan secara
mandiri dan sepenuhnya dilakukan secara daring. Apakah guru-
guru yang berada di daerah minim internet juga mampu mengakses
program tersebut. Sejauh ini, belum ada evaluasi lebih lanjut terkait
program tersebut.

Di luar kebijakan-kebijakan di atas, permasalahan lain yang masih
dihadapi oleh guru, utamanya guru honorer adalah rendahnya
insentif'yang mereka terima. Pada awal tahun 2020 lalu, Mendikbud-
Ristek, Nadiem Makarim meminta agar dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Penyelenggaraan
(BOP) PAUD dan Pendidikan kesetaraan dapat digunakan salah
satunya untuk membayar honor guru honorer (cnbcindonesia.
com, 21/06/2020). Namun realitanya hingga saat ini, masih banyak
guru honorer yang mendapat insentif di bawah upah minimum
kabupaten/kota (UMK) (kompas.id, 29/11/2021; republika.co.id,
25/11/2021). Rekomendasi Mendikbud-Ristek untuk memanfaatkan
dana BOS dan BOP rupanya belum terimplementasi dengan baik.
Peningkatan insentif guru honorer perlu terus didorong karena
insentif memengaruhi profesionalisme guru.

Rekomendasi

Berdasar pemaparan mengenai implementasi beberapa program
yang ditujukan untuk perbaikan guru di atas, berikut beberapa
rekomendasi yang dapat ditawarkan. Pertama, Kemendikbud-
Ristek perlu melakukan pemugaran PPG agar dapat berdampak
lebih besar terhadap proses pembelajaran. Kemendikbud-Ristek dan
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) perlu berfokus
pada peningkatan penguasaan guru pada materi literasi, numerasi,
serta materi yang akan diajarkan oleh guru.
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Kedua, Kemendikbud-Ristek perlu mendesain konsep vyang  Guru adalah jantung
jelas mengenai pembinaan guru setelah sertifikasi. Hal tersebut  dari keberhasilan
dimaksudkan agar tunjangan profesi yang diterima oleh guru setelah ~ proses pembelajaran

sertifikasi berbanding lurus dengan kualitas guru dan capaian belajar ~ @nak. Berbagai
pemangku kepentingan

murid. perlu berinvestasi

. . . d ingkat
Ketiga, Kemendikbud-Ristek dan LPTK perlu memasukkan pada peningicatan

. . kualitas guru, agar
kurikulum PGP dalam LPTK. Dengan demikian, harapannya  kyelitas pembelajaran

lebih banyak guru dan calon guru yang memiliki perspektif yang  anak dapat maksimal.
memerdekakan anak dalam proses belajar. PGP juga perlu berfokus ~ Diperlukan perbaikan
pada penguasaan materi yang akan diajarkan oleh guru. pada beberapa
kebijakan yang
Keempat, Kemendikbud-Ristek, komunitas dan organisasi guru, ditujukan selfagai
swasta, serta pemangku kepentingan lainnya perlu memaksimalkan ~— 4P9Y@ Péer b‘f’k‘m
Pogram Guru Belajar dan Berbagi. Sejauh ini, capaian jumlah f:::;zz :;t:{f:G’
pengguna program tersebut perlu mendapat apresiasi. Namun,  psp Selq i’n itu,
Kemendikbud-Ristek perlu meninjau lebih lanjut apakah program  gesejahteraan guru
tersebut dapat diakses oleh guru-guru yang memiliki keterbatasan  honorer saat ini
akses internet, serta apakah materi dalam program tersebut benar-  juga harus menjadi

benar mampu membantu guru dalam meningkatkan pembelajaran  per: hatian bersama.
murid. Peningkatan insentif
guru honorer
diperlukan untuk
dapat meningkatkan
produktivitas mereka.

Kelima, Pemerintah daerah, Kemendikbud-Ristek, dan berbagai
pemangku kepentingan perlu berkoordinasi untuk meningkatkan
insentif guru honorer. Jika perlu pemerintah dapat membuat
peraturan yang mengatur mengenai standardisasi insentif minimal
guru honorer. Opsi lainnya, rekomendasi Mendikbud-Ristek untuk
memanfaatkan dana BOS dan BOP dapat dimaksimalkan dengan
memantau implementasi di lapangan.

- Nisaaul Muthiah -
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CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan,
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik
di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan
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misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana),
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris),
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
JI. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www. theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan.
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang T1I
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah
naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik,
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini,
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari,
dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan,
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi
Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam
babakyangberbedadarisebelumnya. Memasukiera Reformasi
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang.
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses
kebijakan.
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment).
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah:
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3)
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen.
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah,
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi,
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan,
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan
rekomendasi yangkuat dan valid untuk mendorong pemerintah
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan,
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4)
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation
Research, dan (5) Survei Indikator.
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SURVEI PRA PEMILU DAN
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun
pra-Pilkada, yaitu: (I) baik Pemilu maupun Pilkada adalah
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur,
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama
menyangkut peluangkandidat; (3) sangat penting untuk meraih
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuj.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu
mengadakan survei untuk: (I) memetakan posisi kandidat
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3)
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling
efektif untuk kampanye.
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EVALUASI PROYEK ATAU
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di
akhir periode proyek atau program.
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THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya,
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran,
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para
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PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif;
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta,
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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